
BI-]PATI HALh/TAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUS$I BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR 66.A rarruN zoto

TENTAIIG

PEMBENTUKAII TJNIT PENGELOLA KEGIATAI\ (UPK) SEBAGAI PENGELOLA
DANA BAI\TUAN LANGST]NG MASYARAKAT (BLM) PNPM MANDIRI

PERDESAAII PADA 6 (ENAM) KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2O1O

Menimbang

Mengingat

BUPATI HALMAHERA BARAT,

I a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasiuonal Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Tingkat
Kecamatan, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat.(BlM);

b. bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dalam Keputusan
ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi
masing-masing dalam mengelola kegiatan UPK Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada htuuf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Pada 6 (Enam) Kecamatan
Dalam Wialayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menj adi Undan g-undang ;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Lltar4 Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baraf;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahra Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 55 f'ahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;



Menetapkan

PE,RTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008

tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Halmahera Barat

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Pada 6

(Enam) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat,

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama,

mempunyai tugas :

a. Melakukan pembukuan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh

fasilitator yang bertugas

b. Membuaf administrasi dan pelaporan data BLM
c. Mernbuat laporan pertanggungiawaban secara berkala kepada

masyarakat
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum

Pertarna dan Kedua, bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2010

Jailolo
b ttei

Pejabat faraf
Sekretaris Daerah fr t{ua-ro

Ass.Bid. Pem & Adm. Umum 'Ln/rt -to
Kepala BPMD

Kabag. Hukum & Orgs ff/'tf "e 
-or

Tembusan yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2- Menteri Keuangan di Jakarta

3. Direktur Jenderal PMD DEPDAGRI di Jakarta

4. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta

5. BPMD Provinsi Maluku Utara di Tenate

1. Kepala KPPN Ternate di Ternate

8. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
g. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

NAMTO H. ROBA

BUPATI HALMAHERA



-

z

iZr.}^rrlz>F

3d' A:D
t5' '7

G'> ED

<.El;

-.P P

z*
PNJFO>

lll

9i P
-l

-l
F

;
2.
-l
rnz
tr'l

(J
t-
F
Ltl
L-r

i
z

n
0
I.IJ

z

r

z
ED

z.
J
.

7
Pz

L a.l

F
rn(,

2,

o\

z
7

X
rno
z
-i
z
r-l

-

E

E

w
ru

Lr
2.6
E ,-r:

-z7^
)z
*>2A
,>

-J+
tsl^>g
Ez
-vZ
NJ 'Oaz
-7

f<

z
oq)

z
o
?tt
(a

F
x
rl
Eg
Fz-e{b5

NJ
i.r
UJ

;^,

I.J
UJ
5

N)

^

NJ
(JJ
5
'N)

P

N)
UJ
5
'N)

:^

'(r.,

{
90
oo(/)
.^

l.J
UJ
-lI
--l
-J
.O

tirf
,-,st

w

o-

eXon
-lra
-,. tl

tr3
FO

tr'tr
-.Vsn
-otDo

F

lD
ED

EUAorD
tc
!
PJE
FD

--o

alaa
o \-iEA

oa+

EDA(D .D

tDp

ts-t

(,E
ts.o

:TD9O-
;' .<

EE?A
a0 !u oPAe
f o iD

i\r ts

Icn

P d.6'
1ta a
$57f,

G 
-N

pvJ
5 qo-,

ax
(D, tD

gE
TDH
(h

?Eio

3>t)>
@=

fDP

o
g
D)
;)
!lr-t
sD

2,

o
CD

EE?A(D!UCD
XFIc
f CD iD

PJ.7a

!'cD o.J)) r
Sbo,t
C)--
aD .v a'

z!,
DT

(!

oq
ll

O

ir\

EDA(DaD

Fo)

ts+

FD

+Vz>
O. CD

r.t)
-.-
0!.- o

EDo-
FD
FDa

XE
HE>2.IrtPz

F

5Pa

zd
-

l'..)

N)

I

(,.)

t'J
(,

I

.p
N)
Lh

:^

I

N
i.)(,r

o
o

't

N)
NJ
Ur

O
I

5
UJ

5(,)
:^

5
UJ
v

h

NJ
5
(,.)

X
!i
d
sD

gc

+i
trtf
H

R"

4
0au)

o
tD

U)
a,

b
P
ru
o
iJ

R"

a
iJ

;
5
P

D)

(A
(D
,f,-t
(D

c,r-t
(r)

U
ODot-i
n0

(D

lr

\(
C,

N
E

N
B"

I

a

'&
JC
t-t

-
E

o\ !^ I !p I\) zI

-C
o,N
F)n

@
aa
FD

FD

tr'tr
7(
X
(D
o
TD

FO

e

d!

a7gX
R8ti s)

s)+s
iJ

a-
cn
F- i/\i

='rDco

CD

-
,\
O

ai

\o
UJ{
qar

.O

I

(rr
:(/J
Y
O

-l
oo

s
:J(!

O

s!
U)

-

5\)
L
>\
O

(Jl
NJ

(D

E^ip
B]

o\

5!
:^

N)
5

UJ

:\

>a
lA<.U
196
$nr


